
 

 

BUPATI SLEMAN 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR   1.5   TAHUN 2022 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA 

BERBASIS RISIKO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, yang 

tertib, efektif dan efisien, perlu menyusun Standar 

Operasional Prosedur pengawasan perizinan berusaha; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada  huruf  a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020,  

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021   

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 6618); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1956); 

7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17                  

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021               

Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah                     

Kabupaten Sleman Nomor 186); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA 

BERBASIS RISIKO. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang 

melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.  

2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha 

untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 



3. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya 

atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. 

4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 

5. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas 

yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. 

6. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan 

usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang 

dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh Pelaku Usaha. 

7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single 

Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem 

elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga 

OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti 

registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha 

dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan 

usahanya. 

9. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan 

standar pelaksanaan kegiatan usaha. 

10. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan 

usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan 

kegiatan usahanya. 

11. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

12. Fasilitas penanaman modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan 

nonfiskal serta kemudahan pelayanan penanaman modal sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

13. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM 

adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan 

permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan 

disampaikan secara berkala. 

14. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil 

inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan 

penanaman modal. 

15. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 

16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.  

17. Bupati adalah Bupati Sleman. 



18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman. 

19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman. 

20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

BAB II 

MEKANISME DAN PROSEDUR 

Pasal 2 

(1) Mekanisme dan prosedur pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko 

dilaksanakan atas penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dengan DPMPTSP 

sebagai koordinator pengawasan. 

(2) Mekanisme dan prosedur pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman. 

Ditetapkan di Sleman 

pada tanggal 3 Januari 2022  

BUPATI SLEMAN, 

 

Ttd. 

 

KUSTINI SRI PURNOMO 



Diundangkan di Sleman 

pada tanggal 3 Januari 2022 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SLEMAN, 

 

Ttd. 

 

HARDA KISWAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR  1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


